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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo 

Tahun 2023 berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.  
 

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo tahun 2023 sebagai 

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo dengan sejumlah target indikator kinerja yang 

didukung oleh sejumlah progam dan kegiatan. 
 

Disadari bahwa LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo  ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat 

diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.  

 
 

Purworejo,   Januari 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 
KABUPATEN PURWOREJO, 
 
 
 
 
HADI SADSILA, S.P., M.M. 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP 196805051997031008 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang 

Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 

77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 

Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka Laporan 

Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggunjawabkan 

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang harus disusun pada setiap 

akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah 

kepemerintahan yang baik (good governance).  

Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan 

metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas 

capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelum nya. LKjIP menjelaskan faktor-

faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi 

melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari 

pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.  

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menggerakkan 

sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan 

kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik 

secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam 
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rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target  kinerja yang 

ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.  

Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. 

Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk 

menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, 

Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya 

melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan 

akuntabilitas kinerjanya. 

 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan 

akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan 

mandat/amanat. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah 

untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan 

bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi 

pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak 

(secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:  

a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dengan 

pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;  

b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;  

c. Bahan  evaluasi  untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.  

 

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 
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c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614) 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

h. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purworejo 

i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo 

Tahun 2017 Nomor 77 Seri E Nomor 59) 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4); 

k. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan 
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Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021 Nomor 88 Seri D Nomor 35) 

 

C.  PROFIL ORGANISASI 

 

BUDAYA KERJA KABUPATEN PURWOREJO 

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrument reformasi birokrasi 

yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan 

penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan 

secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna 

dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Budaya kerja bertujuan untuk meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai 

Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong 

peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan 

tanggungjawabnya, serta memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan 

karakter budaya lokal. 

Manfaat budaya kerja bagi PNS adalah memberi kesempatan untuk berperan, 

berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, 

rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, memperluas wawasan serta meningkatkan 

kemampuan memimpin dan memecahkan masalah. Manfaat budaya kerja bagi 

instansi adalah: 

a. meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja; 

b. meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama yang baik antar 

individu, antar kelompok dan antar unit kerja; 

c. mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang 

terjadi dalam organisasi; 

d. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja; 

e. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif; 

f. mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural; 

g. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat 

mendorong kreativitas pegawai. 
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Nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu bersih, ikhlas, 

melayani, akuntabel dan profesional yang disebut “BERIMAN-PROFESIONAL”. Nilai 

budaya kerja BERIMAN-PROFESIONAL mengandung maksud sebagai berikut: 

a. bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, 

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, 

datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas 

suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan 

semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha 

Kuasa; 

c. melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, 

cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan 

pemangku kepentingan; 

d. akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggung 

jawabkan baik segi proses maupun hasil; 

e. profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyeleseikan secara 

baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal 

dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. 

Perilaku penting yang mendukung penerapan bilai budaya kerja adalah sebagai 

berikut: 

a. bersih meliputi: bersih hati dan pikiran, bersih dalam tindakan dan pekerjaan, 

taat, patuh dan tidak melanggar terhadap peraturan, norma dan prinsip-

prinsip yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta 

menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. iklhas meliputi: rela kecintaan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja, tidak 

mengeluh, tulus, bersahaja; 

c. melayani meliputi: melayani dengan sepenuh hati, ramah, sopan, penuh 

kepedulian, pro aktif dan cepat tanggap, tanpa tekanan, berorientasi pada 

kepuasan pemangku kepentingan dan berpedoman pada standar pelayanan 

yang berlaku; 

d. akuntabel meliputi: mentaati peraturan perundang-undangan yang  berlaku, 

memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan, dan 

mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan; 
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e. profesional meliputi: pandangan jauh ke depan, selalu menyeleseikan tugas 

secara baik sesuai tupoksi, tuntas, dapat bekerjasama, sesuai 

kompetensi/keahlian, mengikuti perkembangan teknologi dan kreatif, inovatif 

dan produktif. 

 

TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN 

PURWOREJO 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo 

merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintah 

daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo nomor 124 tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, maka DKPP mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan 

dan pertanian sesuai dengan kewenargan daerah. 

 Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan 

pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta 

prasarana dan penyuluhan pertarian;  

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan 

pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta 

prasarana dan penyuluhan pertanian;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan 

perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;  

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh 

unit orgarisasi di lingkungan DKPP; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yarg diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
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Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo terdiri dari : 

a. Kepala DKPP  

b. Sekretariat  

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala DKPP. Sekretariat mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan 

dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP. 

 Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;  

b) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;  

c) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 

administrasi perencanaan;  

d) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian  

administrasi keuangan;  

e) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian 

administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan  

f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala  

DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Sekretariat membawahkan:  

a. Subbagian Perencanaan; 

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Subbagian Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan 

pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:  

a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja;  

b) menyusun perjanjian kinerja; dan  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas jabatannya. 
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b. Subbagian Keuangan;  

Subbagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian 

administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:  

a) menyelenggarakan administrasi keuangan;  

b) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya. 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan 

perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan 

mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang 

meliputi:  

a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;  

b) menyelenggaralan administrasi umum;  

c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah; 

d) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;  

e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;  

f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. 

c. Bidang Pangan 

Bidang Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis, melakukan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan 

tugas bidang kemandirian pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, serta 

kerawanan dan keamanan pangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan 

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidarg kemandirian pangan;  

b) penerapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan 

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang diversifikasi dan 

ketahanan pangan;  
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c) penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang 

kerawanan dan keamanan pangan; dan 

d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DKPP sesuai tugas dan fungsi 

Susunan Organisasi Bidang Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional. 

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta 

pengelolaan kegiatan Bidang Pangan melalui penetapan sebagai 

Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pangan. 

Subkoordinator terdiri dari :  

a.  Subkoordinator Kemandirian Pangan;  

Subkoordinator Kemandirian Pangan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan melaksanakan kebijakal teknis serta melakukan 

pembinaan bidang kemandirian pangan yang meliputi:  

a) menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung  kemandirian 

pangan sesuai kewenangan daerah 

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya 

b. Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan; 

Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pargan mempunyai tugas 

menetapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis 

serta melakukan pembinaan bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, 

yang meliputi:  

a) menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan 

lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi 

pasokan dan harga pangan,  

b) melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan 

kabupaten, 

c) menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang 

tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, 

dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan 

harga minimum pangan pokok lokal.  
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d) melaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya. 

 c.  Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan; 

Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta 

melakukan pembinaan bidang kerawanan dan keamanan pangan, yang 

meliputi:  

a) menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, 

meliputi melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis 

peta ketahanan dan kerentanan pangan;  

b) melaksanakan penanganan kerawanan pangan kewenangan 

daerah,  

c) melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah,  

d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya. 

d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian 

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penggunaan sarana 

pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian serta 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.  

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penetapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,   

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang 

pengawasan penggunaan sarana pertanian;  

b. penyiapan perumusan bahal kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang 

pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian;  

c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertarian; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 



LKjIP DKPP Tahun 2023  11 
 

Subkoordinator pada Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian terdiri dari:  

a. Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian;  

Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang 

pengawasan dan penggunaan sarana pertanian yang meliputi:  

a) mengawasi penggunaan sarana pertanian  

b) melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit 

ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah  

c) melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer  

d) melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan 

peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT) 

dalam daerah kabupaten  

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas 

jabatannya. 

b. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian; 

Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya cenetik (SDG) Pertanian 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan 

Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian, yang meliputi:  

a) melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, 

tumbuhan dan mikro organisme kewenangan daerah  

b) melaksanakan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan 

ternak yang sumbemya dalam 1 (satu) daerah lain  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas 

jabatannya. 

c. Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian; 

Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang meliputi:  
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a) melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana 

pertanian kabupaten,  

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas 

jabatannya. 

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan 

koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan 

hewan 

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan 

masyarakat veteriner; dan  

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

DKPP sesuai tugas dan fungsi 

Subkoordinator pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner terdiri dari: 

a. Subkoordinator Kesehatan Hewan;  

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan 

pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi;  

a) melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan 

pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam 

daerah kabupaten,  

b) melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran 

hewan dan produk hewan daerah  

c) melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan 

jasa medik veteriner dalam daerah  
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d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

sesuai dengan tugas jabatannya. 

b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis 

serta melakukan pembinaan bidang kesehatan masyarakat veteriner, 

yang meliputi:  

a) melaksanakan peneraapan dan pengawasan persyaratan teknis 

kesehatan masyarakat veteriner  

b) melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis 

kesejahteraan hewan  

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian 

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana 

pertanian, penyuluhan dan perizinan usaha pertanian. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang 

pengembangan prasarana pertanian;  

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penyuluhan 

dan perizinan usaha pertanian;dan  

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Subkoordinator pada Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri 

dari :  

a. Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian;  

Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta 
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melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian 

yang meliputi:  

a) mengembangkan prasarana pertanian  

b) melaksanakan pembangunan prasarana pertanian,  

c) mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak 

dalam daerah kabupaten,  

d) mengembangkan lahan penggembalaan umum,  

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Pertanian sesuai 

dengan tugas jabatannya. 

b. Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usala Pertanian; 

Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis 

serta melakukan pembinaan bidang perizinan usaha pertanian, yang 

meliputi:  

a) melaksanakan penyuluhan pertanian,  

b) melaksanakan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan 

usahanya dalam daerah,  

c) melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak 

dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ 

pasar hewan, rumah potong hewan  

d) melaksanakan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) 

obat hewan,  

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidarg Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan 

tugas jabatannya. 

g. UPT  

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT. UPT dipimpin 

oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada 

Kepala DKPP.,  

h. Jabatan Fungsional 

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada 

DKPP. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
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secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional 

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit 

kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan 

Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang�undangan. Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan 

fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Adapun bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini: 

Gambar 1.1.  
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo 
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SUMBER DAYA MANUSIA 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam 

menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya didukung oleh pegawai 

sebanyak 138 orang PNS, 24 orang PPPK, dan 19 orang penyedia jasa orang 

perseorangan. 

Tabel 1.1.  
Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo 

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

IV/c 4 2 6 

IV/b 2 1 3 

IV/a 7 14 21 

III/d 5 6 11 

III/c 2 6 8 

III/b 14 20 34 

III/a 11 13 24 

II/d 2 2 4 

II/c 3 7 10 

II/b 2 - 2 

II/a 7 8 15 

Jumlah 59 79 138 

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, Desember 2023 
 

Tabel 1.2.  
Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 
 

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

SMA/SPMA/ 
SNAKMA/SMEA 

20 13 33 

DIII 6 11 17 

DIV 4 1 5 

S1 29 55 84 

S2/Profesi 11 12 23 

Jumlah 70 91 162 

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, Desember 2023 
 
 

SUMBER DAYA ANGGARAN 
 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun 

anggaran 2023 dalam menjalankan kegiatan didukung dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 40.995.555.541,00 yang terdiri dari beberapa sumber dana sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.3 

Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo 

No Sumber Dana Pagu Anggaran (Rp) 

1  Dana Alokasi Umum 38.201.098.141 

2  DAK Non Fisik 651.150.000 

3  Dana Bagi Hasil Cukai Hasil  

Tembakau 

2.143.307.400 

 Total 40.995.555.541 

 

 
D. ISU STRATEGIS  
 

Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain: 

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi 

sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka 

menciptakan pemerataan pangan 

2. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian melalui peningkatan 

produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi digital 

3. Meningkatkan pelayanan publik yang responsive berbasis teknologi dan 

informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

 

E. Sistem Penulisan LKjIP 
 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Purworejo sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN  

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi serta 

isu strategis. 

BAB II    PERENCANAAN KINERJA  

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan.  

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA  

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Menyajikan  capaian  kinerja  organisasi untuk setiap pernyataan 
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kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut:  

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 

ini;  

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir;  

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 

standar nasional (jika ada);  

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan;  

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

b. Realisasi Anggaran  

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja.  

BAB IV   PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II  
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. VISI DAN MISI 
 

Visi Kepala Daerah/Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 adalah 

“Purworejo Berdaya Saing 2025.” Dalam mencapai visi tersebut ada tujuh misi. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendukung misi 

kedua dan keempat Kepala Daerah/Bupati Purworejo. Misi kedua adalah 

Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan 

pengembangan UMKM, perdagangan dan industry, sedangkan misi keempat adalah 

“Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance).” 
 

Dalam melaksanakan misi kedua ada program unggulan Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan antara lain: 

1. Tani Rejo Joyo 

Tani Rejo Joyo atau 'Pertanian Purworejo Berjaya' adalah program unggulan 

daerah yang dimaksudkan mampu mendorong pertanian di Kabupaten 

Purworejo mampu menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, peralihan 

menjadi pertanian organik ditengah keterbatasan/kelangkaan pupuk kimia, 

optimalisasi pola tanam tumpang sari, optimalisasi sistem resi gudang, 

pengelolaan sistem irigasi, serta pemanfaatan tanah tanah marginal dengan 

optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian. 

Memasuki revolusi Industri 4.0, sektor pertanian juga perlu beradaptasi untuk 

menjawab tantangan ke depan. Penggunaan alat pertanian modern diharapkan 

dapat mengubah proses usaha tani menjadi semakin efisien, meningkatkan 

produktivitas dan daya saing, sehingga berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.  

2. Purworejo Tuwuh Ngunduh 

Program Unggulan 'Purworejo Tuwuh Ngunduh' diterjemahkan sebagai program 

pemanfaatan lahan pekarangan produktif. Pemanfaatan pekarangan sehat dan 

produktif dalam penyediaan ketersediaan pangan guna mewujudkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Selain untuk 

memenuhi ketersediaan pangan, gerakan menanam di lahan pekarangan juga 

dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang 
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diarahkan pada komoditas unggulan Kabupaten Purworejo yaitu cabai dan 

sayuran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam melaksanakan misi keempat ada program unggulan yang diemban oleh 

semua Perangkat Daerah, yaitu Purworejo Tangkas. 'Purworejo Tangkas' adalah 

program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di 

Kabupaten Purworejo dengan meningkatkan fasilitas dan pengembangan 

kompetensi SDM pelayan publik yang dapat mendukung pada upaya percepatan 

pembangunan di Kabupaten Purworejo. 

 
 
 
B. TUJUAN DAN SASARAN 

 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melaksanakan 

misi kedua dan keempat Bupati Purworejo, yaitu “Meningkatkan daya saing sektor 

pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan 

dan industri” dan “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”. 

 Dalam menjalankan misi kedua dan keempat tersebut maka disusun tujuan 

dan sasaran sebagai berikut :  

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

1 Pemantapan 

ketahanan 

pangan

Skor Pola Pangan 

Harapan

85.89* 87.83 88.88 89.72 89.82 89.92

Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan

Ketersediaan 

pangan utama 

(kg/kapita)

246.09 248 249.00 250 251 252

2 Peningkatan 

Kesejahteraan 

Petani

Produktivitas 

Pertanian (ton/ha)

6.4 6.5 6.70 6.8 6.9 7.1

Meningkatnya 

produksi 

pertanian

Persentase kenaikan 

produksi pertanian 

(%)

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

3 Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Perangkat Daerah

80.37 80.5 80.55 81 82 83

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Perangkat Daerah

80.37 80.5 80.55 81 82 83

Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan Indikator 

Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis. Berikut IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 : 

Tabel. 2.2. 
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PERJANJIAN KINERJA 
 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 

ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji 

terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang 

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada 

tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran 

keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. 
 

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 serta indikator kinerja dan targetnya. 

Perjanjian kinerja murni dan perubahan disusun dari eselon II sampai dengan eselon 

IV. Berikut ini perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 eselon II : 

 

 

 

 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama 

Penjelasan/ Form Perhitungan Satuan 

Target Kinerja 

Penanggung Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4      5 6 

1 Meningkatnya 
Ketersediaan 
Pangan 

Ketersediaan 
Pangan Utama 

Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun 
per kapita 

Kg/ 
kapita 

248,00 249,00 250,00 251,00 252,00 Bidang Pangan 

2 Meningkatnya 
Produksi 
Pertanian 

Persentase 
Kenaikan 
Produksi 
Pertanian 

Jumlah produksi pertanian tahun n – Jumlah 
produksi pertanian tahun (n-1) dibagi Jumlah 
produksi pertanian tahun (n-1) dikali 100% 

% 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Bidang Sarana dan 
Perlindungan Pertanian, 
Bidang Prasarana dan 
Penyuluhan Pertanian, 
Bidang Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

3 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan 
masyarakat yang diperoleh dari hasil 
pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif 
untuk membandingkan antara harapan 
masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD 
dengan mengacu pada pendapat masyarakat 

Indeks 80,50 80,55 81,00 82,00 83,00 Sekretariat 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Ketersediaan 
Pangan 

Ketersediaan pangan 
utama 

249 kg/kapita 

2 Meningkatnya Produksi Pertanian Persentase kenaikan 
produksi pertanian 

1.25% 

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Perangkat Daerah 

80.55 

 
 
 

Program Anggaran Keterangan 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 Rp       15,606,379,237.00  APBD  

2 Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 

 Rp            139,743,800.00  APBD  

3 Program Penanganan Kerawanan Pangan  Rp              30,244,000.00  APBD  

4 Program Pengawasan Keamanan Pangan  Rp              50,596,000.00  APBD  

5 Program Penyediaan dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

 Rp       14,480,787,700.00 APBD, DAK Non 
Fisik, DBHCHT 

6 Program Penyediaan dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

 Rp         7,495,881,800.00  APBD 

7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 

 Rp           652,544,404 .00 APBD, DAK Non 
Fisik 

8 Program Pengendalian dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

 Rp            539,367,900.00 APBD  

9 Program Perizinan Usaha Pertanian  Rp              15,757,000.00 APBD  

10 Program Penyuluhan Pertanian  Rp         1,984,254,500.00 APBD, DAK Non 

Fisik, DBHCHT 

 
 

 
Perjanjian Kinerja Eselon III sebagai berikut: 
 
No Eselon III Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

1 Sekretaris Terlayaninya Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Kabupaten 

100% 

2 Kepala Bidang 
Pangan 

Tercapainya 
Peningkatan 
Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

Persentase 
Ketersediaan 
Pangan Utama 

100% 
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Tercapainya 
Pemenuhan kebutuhan 
Pangan pada Daerah 
Rawan/Rentan Pangan 

Persentase 
Penanganan pada 
Daerah 
Rawan/Rentan 
Pangan 

4,93% 

Terlaksananya 
Pengawasan Keamanan 
Pangan 

Persentase Pangan 
Segar Aman 

100% 

3 Kepala Bidang 
Sarana dan 
Perlindungan 
Pertanian 

Tersedia dan 
Dikembangkannya 
Sarana Pertanian  

Persentase 
Penyediaan Sarana 
Pertanian bagi 
Kelompok Tani 

40% 

Terkendalinya Hama 
Dan Penyakit Tanaman 

Persentase Fasilitasi 
Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana OPT 

100% 

4 Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Tersedia dan 
Dikembangkannya 
Prasarana Pertanian 

Persentase 
Penyediaan 
Prasarana Pertanian 
bagi Kelompok Tani 

40% 

Tersusunnya 
Rekomendasi Izin Usaha 
Pertanian yang 
Diterbitkan 

Persentase Jumlah 
Usulan Izin Usaha 
Pertanian 

100% 

Terselenggaranya 
Penyuluhan Pertanian 

Persentase Kenaikan 
Jumlah Petani 
Milenial 

40% 

5 Kepala Bidang 
Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Terkendalinya Penyakit 
Hewan Menular 

Persentase 
Penurunan Kejadian 
dan Jumlah Kasus 
Penyakit Hewan 
Menular 

14% 

 
 
No Eselon III Kegiatan Anggaran Keterangan 

1 Sekretaris Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

 Rp     135,103,400.00  APBD 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Rp14,612,760,437.00  APBD 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Rp            709,000.00  APBD 

Administrasi 
Pendapatan Daerah 
Kewenangan 
Perangkat Daerah 

 Rp         1,027,000.00  APBD 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Rp       25,872,000.00  APBD 
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Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Rp     381,742,000.00  APBD 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp     240,944,600.00  APBD 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  

 Rp     208,220,800.00  APBD 

2 Kepala Bidang 
Pangan 

Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

 Rp       45,092,000.00  APBD 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Kosumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

 Rp       94,651,800.00  APBD 

Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota  

 Rp       30,244,000.00  APBD 

Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp       50,596,000.00  APBD 

3 Kepala Bidang 
Sarana dan 
Perlindungan 
Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

 Rp  5,037,136,300.00  APBD, 
DBHCHT, 
DAK Non 

Fisik 

Pengelolaan Sumber 
Daya Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan, 
dan Mikro Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Rp  2,480,606,300.00  APBD 

Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan 
Pakan Ternak yang 
Sumbernya dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

 Rp  6,963,045,100.00  APBD 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

 Rp     539,367,900.00  APBD, 
DBHCHT 
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4 Kepala Bidang 
Prasarana dan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Pembangunan 
Prasarana Pertanian 

 Rp  7,466,131,800.00  APBD 

Pengelolaan Wilayah 
Sumber Bibit Ternak 
dan Rumpun/Galur 
Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 Rp       27,750,000.00  APBD 

Penerbitan Izin Usaha 
Pertanian yang 
Kegiatan Usahanya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp       15,757,000.00  APBD 

Pelaksanaan 
Penyuluhan Pertanian 

 Rp  1,984,254,500.00  APBD, 
DBHCHT, 
DAK Non 

Fisik 

5 Kepala Bidang 
Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Pengelolaan Pelayanan 
Jasa Laboratorium dan 
Jasa Medik Veteriner 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp     558,544,404.00  APBD, DAK 
Non Fisik 

Penerapan dan 
Pengawasan 
Persyaratan Teknis 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

 Rp       94,000,000.00  APBD 

 
 
Perjanjian Kinerja Eselon IV sebagai berikut: 
 
No Eselon IV Sasaran 

Kegiatan 
Sasaran Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 Kasubag. 
Perencanaan 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

15 Dokumen 

Tersedianya 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

16 Laporan 

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

6 Laporan 
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2 Kasubag. 
Keuangan 

Terlaksananya 
Layanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

148 
Orang/Bulan 

Tersedianya 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

6 Laporan 

Tersedianya 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD 

26 Laporan 

Terlaksananya 
Layanan 
Administrasi 
Pendapatan 
Daerah 
Kewenangan 
Perangkat 
Daerah 

Tersedianya 
Laporan 
Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

1 Dokumen 

3 Kasubag. 
Umum dan 
Kepegawaian 

Terlaksananya 
Layanan 
Administrasi 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
pada 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
Pembinaan, 
Pengawasan, 
dan 
Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

1 Laporan 

Terlayaninya 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

1 Dokumen 

Terlaksananya 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

100 Orang 
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Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 
yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

4 Paket 

Terlayaninya 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket 

Tersedianya 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

2 Paket 

Tersedianya 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 

Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

12 Paket 

Tersedianya  
Bahan Bacaan  
dan Peraturan   
Perundang- 
undangan 

Jumlah Paket 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan yang 
Disediakan 

2 Dokumen 

Tersedianya 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

4 Paket 

Terlaksananya 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 Laporan 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

4 Dokumen 

Tersedianya 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

12 Laporan 

Tersedianya Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

12 Laporan 
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Kantor 

Terpeliharanya 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

49 Unit 

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara 

16 Unit 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

1 Unit 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

8 Unit 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Re
habilitasi Tanah 

Luas Tanah yang 
Dilakukan 
Pemeliharaan/Re
habilitasi  

0,096 Ha 

4 Kepala UPT 
Puskeswan 

Terlaksananya 
Layanan Jasa 
Medik 
Veteriner dan 
Paramedik 
Veteriner 

Layanan Jasa 
Medik Veteriner 
dan Paramedik 
Veteriner 

Layanan 
Pengobatan 
Hewan 

12 Bulan 

5 Kasubag. TU 
UPT 
Puskeswan 

Terlaksananya 
Layanan Jasa 
Medik 
Veteriner dan 
Paramedik 
Veteriner 

Layanan Jasa 
Medik Veteriner 
dan Paramedik 
Veteriner 

Administrasi 
Layanan 
Pengobatan 
Hewan 

12 Bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III  
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 
Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna 

mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah 

Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 

Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 

disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.1 
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo Tahun 2023 

No Tujuan Sasaran  
Indikator 
Tujuan 

Kinerja Tahun 2023 Kategori 
Capaian 
Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Pemantapan 
ketahanan 
pangan 

  Skor Pola 
Pangan 
Harapan 

88.8 89.40 100.68 O  

    Meningkatnya 
ketersediaan 
pangan 

Ketersediaan 
pangan 
utama 
(kg/kapita) 

249 254.74 102.31 O 

2 Peningkatan 
Kesejahteraan 
Petani 

  Produktivitas 
Pertanian 
(ton/ha) 

6.7 6.88 102.69 O 

    Meningkatnya 
produksi 
pertanian 

Persentase 
kenaikan 
produksi 
pertanian 
(%) 

1.25 2.43 194.40 O 

3 Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

80.55 84.145 104.46 O 

    Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

80.55 84.145 104.46 O 
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Analisis capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut ini: 

 

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan 

Sasaran strategis 1 ini bertujuan untuk “Meningkatkan ketersediaan pangan” 

dan merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam 

arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri”. 

 

Tabel 3.2 
Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan” dinilai Berhasil 

(Tercapai=102,31%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Ketersediaan Pangan 

Utama dengan kriteria Tercapai (102,31%). 

 

 

 

Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Ketersediaan 

pangan utama 

(kg/kapita)

246.09 296.31 120.41% 248 274.07 110.51% 249 254.74 102.31% 252

102.31% Tercapai

92.95% Relevan

92.57% Efektif

101.09% Tercapai

Capaian 2023 

terhadap 

Standar 

Nasional

102.31% Sangat Baik

Sasaran 

Strategis

Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan

Rumus IKU = Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita

Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Capaian 

Kinerja

Kategori Capaian 

Kinerja

Kinerja Tahun 2021Kondisi pada 

awal periode 

perencanaan 

(Tahun 2021)

Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Tahun 2022 Kinerja Tahun 2023

No

Target 

Kinerja 

RPJMD 

(Tahun 

2026)

Indikator 

Kinerja 

Utama (IKU)

1

Capaian Sasaran

Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
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a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Indikator sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan pangan adalah 

Ketersediaan pangan utama dengan target 249 kg/kapita dan realisasi 254.74 

kg/kapita sehingga capaian sasaran strategis sebesar 102,31%. Hal ini 

dikarenakan produksi padi meningkat sehingga ketersediaan pangan utama 

(padi) juga meningkat. 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan 

pangan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu melebihi target tetapi 

besaran realisasi dan capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 cenderung 

menurun.  Hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk.  

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir 

RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%. 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

Tidak ada standar nasional untuk sasaran strategis meningkatnya ketersediaan 

pangan. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan dikarenakan kenaikan produksi 

pangan utama (beras) di Kabupaten Purworejo. 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

- Bekerjasama dengan BULOG dan pedagang pengepul beras dan 

penggilingan padi untuk memperoleh data stok ketersediaan pangan.  

- Melaksanakan gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan pangan 

beras dari Bapanas untuk masyarakat miskin 

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh 

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan 

anggaran dengan efisiensi sebesar 1,90% atau sebesar Rp. 4.184.477,00 

dari anggaran sebesar Rp. 220.583.800,00 digunakan sebesar              

Rp. 216.399.323,00.  
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g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program: 

Program  Kegiatan Sub Kegiatan 

Program Peningkatan 
Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam 
rangka Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

Penyediaan Informasi Harga 
Pangan dan Neraca Bahan 
Makanan 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi Pangan 
Pokok dan Pangan Lainnya 

Pelaksanaan Pencapaian 
Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/ Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan 
Gizi 

Penyusunan dan Penetapan Target 
Konsumsi Pangan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 
penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

Program Penanganan 
Kerawanan Pangan 

Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Program Pengawasan 
Keamanan Pangan 

Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/ Kota 

Penguatan Kelembagaan 
Keamanan Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rekomendasi Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pengujian Mutu dan Keamanan 
Pangan Segar Asal Tumbuhan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Indikator program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat adalah Persentase Ketersediaan Pangan Utama dengan target 

100% dan realisasi 286,87% sehingga capaian program sebesar 286,87%. 

Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran yaitu pembinaan 

dan pengawasan lumbung pangan masyarakat, pemantauan stok harga 

pangan, penyusunan neraca bahan makanan, dan perhitungan skor pola 

pangan harapan.    

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Indikator program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Persentase 

Penanganan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan dengan target 4,93% 

dan realisasi 19,72% sehingga capaian program sebesar 400%. Kegiatan 

yang mendukung tercapainya kinerja sasaran diantaranya koordinasi dan 

sinkronisasi upaya penanganan kerawanan pangan terutama pada 



LKjIP DKPP Tahun 2023  33 
 

daerah/desa yang rentan rawan pangan. Pada daerah/desa rentan pangan 

dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam upaya untuk membantu 

supaya kerentanan dan kerawanan pangan yang dialami tidak bertambah 

parah dan bahkan bisa keluar dari daerah/desa rentan rawan pangan. 

Bantuan dari APBD Provinsi juga ada terkait penanganan desa rentan 

rawan pangan. Bantuan dari APBN terkait penanganan kemiskinan ekstrim 

pada desa rentan rawan pangan.  

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

Indikator program Pengawasan Keamanan Pangan adalah Persentase 

Pangan Segar Aman dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga 

capaian program sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya 

kinerja sasaran diantaranya dilaksanakannya pengawasan dalam 

pembinaan keamanan pangan produk pangan segar asal tumbuhan 

(PSAT). Selain itu juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki ijin edar 

bagi usaha pangan segar asal tumbuhan yang dijual dalam bentuk 

kemasan. Tahun 2023 terjadi penambahan 11 registrasi PSAT-PDUK 

(Pangan Segar Asal Tumbuhan- Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil). 

 

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian 

Sasaran strategis 2 ini bertujuan untuk “Meningkatkan produksi pertanian” dan 

merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo 

Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas 

yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri”. 

Sasaran “Meningkatnya produksi pertanian” dinilai Berhasil 

(Tercapai=194,40%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Persentase Kenaikan 

Produksi Pertanian dengan kriteria Tercapai (194,40%). 
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Tabel 3.3 
Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Indikator sasaran strategis Meningkatkan produksi pertanian adalah Persentase 

kenaikan produksi pertanian dengan target 1,25% dan realisasi 2,43% sehingga 

capaian sasaran strategis meningkatkan produksi pertanian sebesar 194,40%. 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 

2023 selalu melebihi target dan cenderung naik. 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir 

RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%. 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

- Tingginya produksi pertanian secara umum, baik subsektor pertanian, 

subsektor perkebunan, maupun subsektor peternakan didukung oleh 

Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Persentase 

kenaikan 

produksi 

pertanian (%)

1.25 1.25 100.00% 1.25 1.37 109.60% 1.25 2.43 194.40% 1.25

194.40% Tercapai

177.37% Relevan

177.37% Efektif

194.40% Tercapai

Capaian 2023 

terhadap 

Standar 

Nasional

194.40% Sangat Baik

Meningkatnya 

produksi 

pertanian

Rumus IKU = Jumlah produksi pertanian tahun n - produksi pertanian tahun (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian tahun (n-1) dikali 100%

1

Capaian Sasaran

Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)

Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

No
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 

Utama (IKU)

Kondisi pada 

awal periode 

perencanaan 

(Tahun 2021)

Kinerja Tahun 2021 Kinerja Tahun 2022 Target 

Kinerja 

RPJMD 

(Tahun 

2026)

Capaian 

Kinerja

Kategori Capaian 

Kinerja

Kinerja Tahun 2023
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adanya bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah berupa 

pupuk, benih tanaman, bibit ternak, alat mesin pertanian, jalan usaha tani, 

jaringan irigasi tersier dan air tanah dangkal. 

- Tidak terjadi bencana yang banyak merugikan petani, penanganan 

organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan secara intensif. 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

- Mengoptimalkan pendanaan APBD kabupaten dengan memperhatikan 

sumber dana yang lain. Banyak bantuan kepada masyarakat yang 

bersumber dari APBN dan APBD provinsi, diantaranya bantuan alat mesin 

pertanian dari APBN dan APBD provinsi, hibah uang untuk pembelian 

ternak dari APBD provinsi dan APBN, bantuan pupuk organik cair dari 

APBD provinsi.  

- Menggunakan anggaran untuk  aktivitas yang  benar-benar berpengaruh 

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan 

anggaran dengan efisiensi sebesar 6,92% atau sebesar Rp. 

1.741.528.642,00 dari anggaran sebesar Rp. 25.168.593.304,00 

digunakan sebesar Rp. 23.427.064.662,00.  

g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program  Kegiatan Sub Kegiatan 

Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan Penggunaan 
Sarana Pertanian 

Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian sesuai dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik 
Lokasi 

Pendampingan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan dan Mikro 
Organisme kewenangan 
Kabupaten/ Kota 

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ 
Tanaman 

Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan Pakan 
Ternak yang Sumbernya 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 
Tani 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
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Pengelolaan Wilayah Sumber 
Bibit Ternak dan Rumpun/ 
Galur Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pengawasan Wilayah Sumber Bibit 
Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak 

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

Pengelolaan Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa Medik 
Veteriner dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner 

Kegiatan Penerapan dan 
Pengawasan Persyaratan 
Teknis Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

Pengawasan Peredaran Hewan dan 
Produk Hewan 

Program Pengendalian 
dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

Pengendalian dan 
Penanggulangan Bencana 
Pertanian Kabupaten/ Kota 

Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) 
Tanaman pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan 

Program Perizinan 
Usaha Pertanian 

Penerbitan Izin Usaha 
Pertanian yang Kegiatan 
Usahanya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pengawasan 
Penerapan Izin Usaha Pertanian 

Program Penyuluhan 
Pertanian 

Pelaksanaan Penyuluhan 
Pertanian 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 
dan Desa 

Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di Kecamatan 
dan Desa 

Pembentukan Badan Usaha Milik 
Petani 

Pembentukan dan Penyelenggaraan 
Sekolah Lapang Kelompok Tani 
Tingkat Kabupaten/Kota 

 

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program: 

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Indikator program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

adalah Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani 

dengan target 40% dan realisasi 89,90% sehingga capaian program 

sebesar 224,75%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran 

yaitu penyediaan benih/bibit tanaman dan hewan serta alat mesin pertanian 

dalam upaya untuk peningkatan produksi pertanian. 

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Indikator program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

adalah Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani 

dengan target 40% dan realisasi 54,07% sehingga capaian program 

sebesar 135,18%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran 

yaitu penyediaan prasarana produksi pertanian berupa 
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pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan 

usaha tani, dan air tanah dangkal.   

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Indikator program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner adalah Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah 

Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target 14% dan realisasi 15,44% 

sehingga capaian program sebesar 110,29%. Hal ini dikarenakan pada 

wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di tahun 2023 sudah menurun dan 

penyakit Lumpy Skin Desease (LSD) yang muncul di tahun 2023 dapat 

ditangani. Upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut yaitu 

pemberian vaksin kepada hewan berkaki empat (sapi, kambing, domba) 

dan pengobatan hewan/ternak, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

dengan desa maupun kelompok tani.      

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Indikator program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

adalah Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

OPT dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian program 

sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran 

pada program ini  yaitu pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman, 

Gerakan pengendalian OPT, penyediaan pestisida dan didukung dengan 

pelatihan pembuatan pestisida hayati  yang ramah lingkungan sehingga 

diharapkan tidak mengandalkan penggunaan pestisida kimia. 

5. Program Perizinan Pertanian 

Indikator program Perizinan Pertanian adalah Persentase Jumlah Usulan 

Izin Usaha Pertanian dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga 

capaian program sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung tercapainya 

kinerja sasaran pada program ini yaitu dengan melakukan pembinaan dan 

pengawasan ijin usaha pertanian. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian mendorong kelompok tani/pelaku usaha untuk memenuhi 

regulasi perijinan usaha pertaniannya.  

6. Program Penyuluhan Pertanian 

Indikator program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase Kenaikan 

Jumlah Petani Milenial dengan target 40% dan realisasi 60% sehingga 
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capaian program sebesar 150%. Kegiatan yang mendukung tercapainya 

kinerja sasaran pada program ini  yaitu peningkatan kapasitas penyuluh, 

pendampingan penyuluh pertanian di lapangan didukung dengan Sekolah 

Lapang bagi petani, berfungsinya komisi penyuluhan, fasilitasi Kontak Tani 

Nelayan Andalan (KTNA), tumbuhnya Badan Usaha Milik Petani serta 

bertambahnya jumlah petani millenial sebagai salah satu cara untuk 

regenerasi petani. 

 

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Sasaran strategis 3 ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik” dan merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”. 

 

Tabel 3.4 
Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Perangkat 

Daerah

80.37 80.39 100.02% 80.5 87.51 108.71% 80.55 84.145 104.46% 83

104.46% Tercapai

96.15% Relevan

96.10% Efektif

101.38% Tercapai

Capaian 2023 

terhadap 

Standar 

Nasional

104.46% Sangat Baik

1

Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)

Capaian Sasaran 

Hasil Perbandingan Capaian Kerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Rumus IKU = Data informasi tentang tingkat kepuasan masyaraat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk 

membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat

No
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 

Utama (IKU)

Kondisi pada 

awal periode 

perencanaan 

(Tahun 2021)

Kinerja Tahun 2021 Kinerja Tahun 2022 Target 

Kinerja 

RPJMD 

(Tahun 

2026)

Capaian 

Kinerja

Kategori Capaian 

Kinerja

Kinerja Tahun 2023
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Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dinilai Berhasil 

(Tercapai=104,46%) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan kriteria Tercapai (104,46%). 

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Indikator sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan target 80,55% 

dan realisasi 84,145% sehingga capaian sasaran strategis meningkatkan 

produksi pertanian sebesar 104,46%. 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 

2023 selalu melebihi target (>100%), dari tahun 2021 cenderung naik ke tahun 

2022 tetapi capaiannya menurun di tahun 2023. Dari hasil survey kepuasan 

masyarakat, pada tahun 2023 ada penurunan terhadap prasarana dan sarana 

pelayanan publik. 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir 

RPJMD di tahun 2026 melebihi 100%. 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

- Penyediaan layanan  informasi dapat dipercaya 

- Petugas tanggap dalam memberikan pelayanan publik 

- Masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan 

- Petugas pelayanan publik mudah dihubungi 

- Kecepatan waktu pelayanan 

- Prodesur pelayanan tidak berbelit-belit 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh 

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan 

anggaran dengan efisiensi sebesar 1,87% atau sebesar Rp. 
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292.296.722,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.606.379.237,00 digunakan 

sebesar Rp. 15.314.082.515,00.  

g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program  Kegiatan Sub Kegiatan 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 

Pelaporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

Pendidikan dan pelatihan Pegawai 
berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Penyediaan Bahan/Material 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
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Lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 
kantor dan Bangunan lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah 

 

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya: 

1.     Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui bimbingan 

teknis, workshop, seminar di tingkat provinsi dan pusat. 

2.     Terus melakukan penilaian kualitas pelayanan publik secara berkala untuk 

mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan dan untuk 

lebih meningkatkan pelayanan publik supaya konsumen merasa puas 

dengan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 

semester.  

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 3 sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tersebut dapat dicatat dan disimpulkan bahwa pada Tahun 2023  

terdapat 3 sasaran strategis dengan status Tercapai dan 3 Indikator Kinerja Utama 

(IKU) berhasil Tercapai. 

Pencapaian target sasaran strategis dan IKU Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran 

Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam APBD Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 

40.995.555.541,00 telah direalisasi sebesar Rp. 38.970.929.380,00 atau 95,06%. 

Efisiensi anggaran sebagai bentuk efisiensi terhadap penggunaan sumber daya 

dalam rangka mencapai target IKU dan sasaran strategis adalah sebesar 4,94% 

atau sebesar Rp. 2.024.626.161,00. 

 
 
B. REALISASI ANGGARAN 

 
Laporan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo tahun 2022 berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.5 
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagu Anggaran 

2023 (Rp)

Realisasi 

Anggaran 2023 

(Rp)

Capaian 

Kinerja 

Anggara

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Program 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan 

Pangan 

Masyarakat

139,743,800         137,006,854        Bidang 

Pangan

2. Program 

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan

30,244,000            29,882,720           Bidang 

Pangan

3. Program 

Pengawasan 

Keamanan 

Pangan

50,596,000            49,509,749           Bidang 

Pangan

1. Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

14,480,787,700    12,960,587,336   Bidang 

Sarana dan 

Perlindungan 

Pertanian

2. Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian

7,495,881,000      7,495,104,420     Bidang 

Prasarana dan 

Penyuluhan 

Pertanian

3. Program 

Pengendalian 

Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner

652,544,404         561,697,426        Bidang 

Kesehatan 

Hewan dan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner

4. Program 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana 

Pertanian

539,367,900         513,173,460        Bidang 

Sarana dan 

Perlindungan 

Pertanian

5. Program 

Perizinan Usaha 

Pertanian

15,757,000            7,989,600             Bidang 

Prasarana dan 

Penyuluhan 

Pertanian

6. Program 

Penyuluhan 

Pertanian

1,984,254,500      1,888,512,420     Bidang 

Prasarana dan 

Penyuluhan 

Pertanian

3 Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

publik

Indek Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) Perangkat 

Daerah

100% 15,606,379,237       15,327,465,395     98.21% Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/ Kota

15,606,379,237    15,327,465,395   Sekretariat

Pagu Anggaran 

2023 (Rp)

Realisasi 

Anggaran 2023 

(Rp)

Pengelola 

1 Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan

Ketersediaan 

pangan utama 

(kg/kapita)

100% 220,583,800             216,399,323          98.10%

No
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU)

Capaian 

Kinerja 

Fisik

Kinerja Anggaran

Program 

2 93.08%23,427,064,662     25,168,592,504       100%Persentase 

kenaikan 

produksi 

pertanian (%)

Meningkatnya 

produksi 

pertanian
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Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan 

Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo  untuk 

tahun anggaran 2023 meliputi pokok-pokok sebagai berikut : 

 
 
1. Realisasi Anggaran Belanja Rutin (Addum) 
 
 

Tabel 3.6 
Realisasi Anggaran Belanja Rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo Tahun 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, persen capaian kinerja Program Penunjang 

Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah 98,21%. Hal ini disebabkan 

karena ada beberapa kegiatan dan subkegiatan dimana capaiannya rendah seperti 

berikut:  

Tabel 3.7 
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program Penunjang Urusan 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Sub Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Keterangan

1 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

    19,186,400.00       9,541,380.00 49.73% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

2 Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

    88,472,000.00     81,542,980.00 92.17% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

3 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

    14,647,000.00     13,382,880.00 91.37% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

4 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

  188,179,800.00   167,786,300.00 89.16% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

5 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

  153,600,400.00   124,148,348.00 80.83% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

Target Realisasi

I Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

15,606,379,237.00Rp      15,327,465,395.00Rp       278,913,842.00Rp     98.21

No Urusan, Program dan Kegiatan
Anggaran

Efisiensi Capaian %
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2. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan 
 

Tabel 3.8 
Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Purworejo Tahun 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian program, kegiatan dan subkegiatan 

masih ada beberapa yang serapannya rendah dan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 3.9 
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan < 95% pada Program selain Program 

Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Target Realisasi

1 Program Peningkatan Diversifikasi 

dan Ketahanan Pangan Masyarakat

139,743,800.00Rp           137,006,854.00Rp            2,736,946.00Rp         98.04

2 Program Penanganan Kerawanan 

Pangan

30,244,000.00Rp             29,882,720.00Rp              361,280.00Rp            98.81

3 Program Pengawasan Keamanan 

Pangan

50,596,000.00Rp             49,509,749.00Rp              1,086,251.00Rp         97.85

4 Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian

14,480,787,700.00Rp      12,960,587,336.00Rp       1,520,200,364.00Rp  89.50

5 Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana Pertanian

7,495,881,000.00Rp        7,495,104,420.00Rp         776,580.00Rp            99.99

6 Program Pengendalian Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner

652,544,404.00Rp           561,697,426.00Rp            90,846,978.00Rp       86.08

7 Program Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana Pertanian

539,367,900.00Rp           513,173,460.00Rp            26,194,440.00Rp       95.14

8 Program Perizinan Usaha Pertanian 15,757,000.00Rp             7,989,600.00Rp                7,767,400.00Rp         50.71

9 Program Penyuluhan Pertanian 1,984,254,500.00Rp        1,888,512,420.00Rp         95,742,080.00Rp       95.17

Anggaran
EfisiensiUrusan, Program dan KegiatanNo Capaian %

No Sub Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Keterangan

1 Penyusunan dan Penetapan 

Target Konsumsi Pangan per 

Kapita per Tahun

         8,000,000.00         6,327,820.00 79.10% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

2 Pengawasan Penggunaan 

Sarana Pendukung Pertanian 

sesuai dengan Komoditas, 

Teknologi dan Spesifik Lokasi

  4,486,181,000.00  3,710,785,616.00 82.72% Sisa pengadaan barang dan jasa; 

Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

3 Pendampingan Penggunaan 

Sarana Pendukung Pertanian

     550,955,300.00     279,784,630.00 50.78% Sisa pengadaan barang dan jasa
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No Sub Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Keterangan

4 Pengadaan Benih/Bibit Ternak 

yang Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota 

LainKelompok Tani Tingkat 

Kabupaten/Kota

  6,963,045,100.00  6,571,748,850.00 94.38% Sisa pengadaan barang dan jasa

5 Penyediaan Pelayanan Jasa 

Medik Veteriner

     558,544,404.00     469,839,298.00 84.12% DAK NF turun sudah semester 2, 

kasus PMK sebagai tujuan 

pemberantasan dari adanya DAK 

NF kejadiannya sudah menurun 

drastis

6 Pembinaan dan Pengawasan 

Penerapan Izin Usaha 

Pertanian

       15,757,000.00         7,989,600.00 50.71% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.

7 Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di 

Kecamatan dan Desa

     819,014,000.00     735,799,400.00 89.84% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi penerimaan 

daerah.
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BAB IV  
PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 
  

Berdasarkan hasil perhitungan, Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo yang didukung tiga Sasaran Strategis, yaitu 

meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya produksi pertanian dan 

meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan capaian kinerja Tercapai dan 

capaian sasaran Sangat Baik. Pencapaian target sasaran strategis dan IKU Dinas 

Ketahanan  Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga didukung dengan 

adanya alokasi anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam APBD 

Dinas Ketahanan  Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 

2023  sebesar Rp. 40.995.555.541,00  jumlah tersebut  telah  direalisasi  sebesar 

Rp. 38.970.929.380,00 atau 95,06%. 

 

 
B. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA 
 

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan 

acuan bagi jajaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo  

untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai 

dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2023, dirumuskan beberapa langkah 

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :  

1. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo  yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo  

2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan 

kesadaran dan komitmen jajaran aparatur di Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan 

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomian pelaksanaan kegiatan 

agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang terkait dengan upaya 

mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purworejo yang telah ditetapkan 

4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap 

ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu 

pelaksanaan 
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5. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat 

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam 

pemberian pelayanan 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Harapan kami, keberhasilan dan 

ketidakberhasilan atas capaian kinerja tahun 2023 dapat untuk menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perbaikan kinerja tahun-tahun 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 
KABUPATEN PURWOREJO, 
 
 
 
 
HADI SADSILA, S.P., M.M. 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP 196805051997031008 
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LAMPIRAN I. PERBUP TUSI DKPP 
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LAMPIRAN II.  SK TIM PENYUSUN LKjIP 
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LAMPIRAN III. SK TIM EVALUASI LKjIP 
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LAMPIRAN IV. SK PENETAPAN LKjIP 
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LAMPIRAN V. PERJANJIAN KINERJA MURNI 2023 
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LAMPIRAN VI. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023 
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LAMPIRAN VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
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Target Realisasi

a. Urusan Pangan  Rp   15,826,963,037.00  Rp  15,530,481,838.00 98.13%

I Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

         15,606,379,237.00        15,314,082,515.00 98.13%

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

             135,103,400.00            118,525,100.00 87.73% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

               27,445,000.00              27,440,740.00 99.98%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

               19,186,400.00                9,541,380.00 49.73% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                88,472,000.00              81,542,980.00 92.17% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

         14,612,760,437.00        14,388,807,429.00 98.47%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN          14,597,113,437.00        14,387,819,709.00 98.57%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

                 1,000,000.00                   987,720.00 98.77%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

               14,647,000.00              13,382,880.00 91.37% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

                   709,000.00                   709,000.00 100.00%

Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD

                   709,000.00                   709,000.00 100.00%

Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah

                 1,027,000.00                1,009,900.00 98.33%

Pelaporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah

                 1,027,000.00                1,009,900.00 98.33%

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

               25,872,000.00              25,813,740.00 99.77%

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

                   710,000.00                   710,000.00 100.00%

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

                 9,294,000.00                9,235,740.00 99.37%

Pendidikan dan pelatihan Pegawai 

berdasarkan Tugas dan Fungsi

               15,868,000.00              15,868,000.00 100.00%

e.

No
Uraian Urusan, Program dan 

Kegiatan

Anggaran
Capaian % Ket

a.

b.

c.

d.



LKjIP DKPP Tahun 2023  136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Target Realisasi

Administrasi Umum Perangkat Daerah              381,742,000.00            331,541,758.00 86.85% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

                 4,023,000.00                3,951,400.00 98.22%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                  2,792,000.00                2,792,000.00 100.00%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor              188,179,800.00            167,786,300.00 89.16% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

               15,273,300.00              15,115,760.00 98.97%

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

                 2,400,000.00                2,400,000.00 100.00%

Penyediaan Bahan/Material                  7,180,000.00                7,090,950.00 98.76%

Fasilitasi Kunjungan Tamu                  3,750,000.00                3,720,000.00 99.20%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

             153,600,400.00            124,148,348.00 80.83% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

                 4,543,500.00                4,537,000.00 99.86%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

             240,944,600.00            240,011,186.00 99.61%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

               85,400,600.00              84,946,454.00 99.47%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

kantor

             155,544,000.00            155,064,732.00 99.69%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

             208,220,800.00            207,664,402.00 99.73%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

             146,448,200.00            145,949,250.00 99.66%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

               12,000,000.00              12,000,000.00 100.00%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 

kantor dan Bangunan lainnya

               38,777,600.00              38,721,152.00 99.85%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung kantor 

atau Bangunan lainnya

                 9,170,000.00                9,170,000.00 100.00%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah                  1,825,000.00                1,824,000.00 99.95%

KetNo
Uraian Urusan, Program dan 

Kegiatan

Anggaran
Capaian %

g.

h.

f.
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Target Realisasi

II Program Peningkatan Diversifikasi 

dan Ketahanan Pangan Masyarakat

 Rp        139,743,800.00  Rp      137,006,854.00 98.04%

Penyediaan dan Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ 

Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan

 Rp          45,092,000.00  Rp        44,422,874.00 98.52%

Penyediaan Informasi Harga Pangan 

dan Neraca Bahan Pangan

 Rp          24,679,000.00  Rp        24,098,174.00 97.65%

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok 

dan Pangan Lainnya

 Rp          20,413,000.00  Rp        20,324,700.00 99.57%

Pelaksanaan Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

 Rp          94,651,800.00  Rp        92,583,980.00 97.82%

Penyusunan dan Penetapan Target 

Konsumsi Pangan per Kapita per 

Tahun

 Rp            8,000,000.00  Rp          6,327,820.00 79.10% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal

 Rp          86,651,800.00  Rp        86,256,160.00 99.54%

III Program Penanganan Kerawanan 

Pangan

 Rp          30,244,000.00  Rp        29,882,720.00 98.81%

Penanganan Kerawanan Pangan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

 Rp          30,244,000.00  Rp        29,882,720.00 98.81%

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penanganan Kerawanan Pangan 

Kabupaten/Kota

 Rp          30,244,000.00  Rp        29,882,720.00 98.81%

IV Program Pengawasan Keamanan 

Pangan

 Rp          50,596,000.00  Rp        49,509,749.00 97.85%

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

 Rp          50,596,000.00  Rp        49,509,749.00 97.85%

Penguatan Kelembagaan Keamanan 

Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

 Rp          15,372,000.00  Rp        15,234,669.00 99.11%

Rekomendasi Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

 Rp          10,624,000.00  Rp        10,105,880.00 95.12%

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

 Rp          24,600,000.00  Rp        24,169,200.00 98.25%

No
Uraian Urusan, Program dan 

Kegiatan

Anggaran
Capaian % Ket

a.

b.

a.

a.
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Target Realisasi

b. Urusan Pertanian          25,168,593,304.00        23,427,064,662.00 93.08%

I Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian

         14,480,787,700.00        12,960,587,336.00 89.50% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pertanian

          5,037,136,300.00          3,990,570,246.00 79.22% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian sesuai dengan 

Komoditas, Teknologi dan Spesifik 

Lokasi

          4,486,181,000.00          3,710,785,616.00 82.72% Sisa pengadaan barang dan 

jasa; Menyesuaikan 

kemampuan keuangan daerah 

akibat tidak tercapainya 

realisasi penerimaan daerah.

Pendampingan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian

             550,955,300.00            279,784,630.00 50.78% Sisa pengadaan barang dan 

jasa

Pengelolaan Sumber Daya Genetik 

(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro 

Organisme kewenangan Kabupaten/ 

Kota

          2,480,606,300.00          2,398,268,240.00 96.68%

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ 

Tanaman

          2,480,606,300.00          2,398,268,240.00 96.68%

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak yang 

Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota Lain

          6,963,045,100.00          6,571,748,850.00 94.38%

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 

Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain

          6,963,045,100.00          6,571,748,850.00 94.38% Sisa pengadaan barang dan 

jasa

II Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian

          7,495,881,800.00          7,495,104,420.00 99.99%

Pembangunan Prasarana Pertanian           7,468,131,800.00          7,467,648,260.00 99.99%

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 

Tani

          2,331,410,700.00          2,331,264,940.00 99.99%

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

          5,136,721,100.00          5,136,383,320.00 99.99%

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit 

Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak 

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

               27,750,000.00              27,456,160.00 98.94%

Pengawasan Wilayah Sumber Bibit 

Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak

               27,750,000.00              27,456,160.00 98.94%

Uraian Urusan, Program dan 

Kegiatan

Anggaran

Capaian % Ket

a.

b.

c. 

a. 

No

b.
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Target Realisasi

III Program Pengendalian Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner

             652,544,404.00            561,697,426.00 86.08% DAK NF turun sudah 

semester 2, kasus PMK 

sebagai tujuan pemberantasan 

dari adanya DAK NF 

kejadiannya sudah menurun 

drastis

Pengelolaan Pelayanan Jasa 

Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

             558,544,404.00            469,839,298.00 84.12% DAK NF turun sudah 

semester 2, kasus PMK 

sebagai tujuan pemberantasan 

dari adanya DAK NF 

kejadiannya sudah menurun 

drastis

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 

Veteriner

             558,544,404.00            469,839,298.00 84.12% DAK NF turun sudah 

semester 2, kasus PMK 

sebagai tujuan pemberantasan 

dari adanya DAK NF 

kejadiannya sudah menurun 

drastis

Penerapan dan Pengawasan 

Persyaratan Teknis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

               94,000,000.00              91,858,128.00 97.72%

Pengawasan Peredaran Hewan dan 

Produk Hewan

               94,000,000.00              91,858,128.00 
97.72%

IV Program Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian

             539,367,900.00            513,173,460.00 95.14%

Pengendalian dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota

             539,367,900.00            513,173,460.00 95.14%

Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) Tanaman pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan

             539,367,900.00            513,173,460.00 95.14%

V Program Perizinan Usaha 

Pertanian

               15,757,000.00                7,989,600.00 50.71% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang 

Kegiatan Usahanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

               15,757,000.00                7,989,600.00 50.71% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pembinaan dan Pengawasan 

Penerapan Izin Usaha Pertanian

               15,757,000.00                7,989,600.00 50.71% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

VI Program Penyuluhan Pertanian           1,984,254,500.00          1,888,512,420.00 95.17% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian           1,984,254,500.00          1,888,512,420.00 95.17% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa

             223,240,500.00            221,581,260.00 99.26%

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di Kecamatan 

dan Desa

             819,014,000.00            735,799,400.00 89.84% Menyesuaikan kemampuan 

keuangan daerah akibat tidak 

tercapainya realisasi 

penerimaan daerah.

Pembentukan Badan Usaha Milik 

Petani

               15,000,000.00              14,965,360.00 99.77%

Pembentukan dan Penyelenggaraan 

Sekolah Lapang Kelompok Tani 

Tingkat Kabupaten/Kota

             927,000,000.00            916,166,400.00 98.83%

Uraian Urusan, Program dan 

Kegiatan

Anggaran

Capaian % Ket

a

b.

a.

a.

a.

No
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LAMPIRAN VIII. SK IKU DKPP 
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LAMPIRAN IX. HASIL SKM TAHUN 2023 
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LAMPIRAN X. HASIL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2023 
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LAMPIRAN XI. PENGHARGAAN YANG DITERIMA DKPP TAHUN 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


